BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pendlitian

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukalmni sesuai
dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Neg@bRelndonesia Tahun
1945 (UUD ’'45). Dengan berfalsafahkan Pancasildomesia membuat peraturan
perundang-undangan yang mengatur tatanan kehidogragsa Indonesia dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernedé&aienangan untuk
mengajukan rancangan undang-undang, dimandatkaamd&eBresiden bersama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditetapkdeh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Rancangan UndangdAdgnd&UU) yang
diajukan berkepentingan untuk mengatur sistemikobkonomi, sosial, budaya,
pertahanan, keamanan, maupun hal-hal lain yangfdietgusial, yang ikut
mempengaruhi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Setelah RUU disahkan menjadi Undang-Undang (UUh PR atau
Presiden bersama DPR menyetujui tanpa harus mdngeséPasal 20 ayat (5)),
maka UU tersebut sah dan menjadi aturan yang mand&n memaksa. Salah
satu contoh UU mengenai perekonomian yaitu terdagam UUD ’45 pasal 23
yang mengatur keuangan. Pasal tersebut menjelask@mgenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketentuah labjut mengenai APBN
terdapat pada UU no.17 tahun 2003 BAB Il Pasalld1Pengelolaan keuangan
APBN dilaksanakan secara transparan dan bertangpwap untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat yang adil dan merata.



Penggambaran APBN secara ringkas dapat ditunjus&da tabel 1.1

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Pendapatan Negara
Uraian TA 2005 TA 2006 TA 2007

Jumlah* % Jumlah % Jumlah %
Pendapatan Negara
Penerimaan Perpajakan 347.031.113/93 74,9818.203.019.335.450 64,114 409.988.634954.090| 69,87
Penerimaan Bukan Pajak 115.780.598/90  25,028.950.066.385.871 35,67215.119.705.411.332| 30,39
Penerimaan Hibah 3.296,45 0,0011.834.050.785.735| 0,29 1.697.747.939.503 | 0,24
Jumiah Pendapatan Negafa  462.815.009,28  [100 637388507.056] 100  707.806.088.304.925 100

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (diolah)
*) Dalam jutaan

Salah satu sumber penerimaan dalam APBN vyaitu pRjahkerimaan dari
sektor ini merupakan penyokong terbesar dalam matda negara. Dengan
kontribusi rata-rata sebesar 69,49% pertahun, sektomenduduki peringkat
teratas. Dengan potensi pajak yang sedemikian bes&a sektor ini pun menjadi
andalan dalam memacu peningkatan pendapatan negara.

Penerimaan negara dari sektor pajak, pada gilicaakgn ditujukan untuk
menjalankan pemerintahan dan pembangunan di tinls#tt maupun di daerah.
Dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentagepintah daerah, yang
sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaatgregiaraan, dan tuntutan
penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlutddgm ditambahkan menjadi
UU No.12 tahun 2008 (sebagai pelengkap UU No.32rta?004); UU No.33
tahun 2004 yang diubah dan dilengkapi dengan PB5N@hun 2005 tentang
Dana Perimbangan dan PP No.58 tahun 2005 tentangePB&an Keuangan
Daerah; dan PP No0.39 tahun 2007 tentang Pengelolaag Negara atau Daerah,
telah terjadi perubahan mengenai pengaturan hubuRganerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, khususnya dalam hubungan keuwaag@ra Pemerintah



Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan mengenbag&an dan alokasi dana
bagi daerah, ditujukan guna mendukung pelaksanaaomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak serta merta nséd@pahubungan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. <sdu hubungan tersebut
yaitu aliran dana antara Pemerintah Pusat dan ldatwaomi yang lebih dikenal
dengan sebutan Perimbangan Keuangan antara PeaheriRusat dan
Pemerintahan daerah. UU No0.33 tahun 2004 yang manigatang perimbangan
keuangan menjelaskan mengenai pembagian aliranlanpa sistem keuangan
yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan,, tdgaganggungjawab yang
jelas antar susunan pemerintahan. Prinsip utam@ei@mbangan keuangan yaitu
pemberian dana Negara kepada Pemerintah Daeraljasgienyerahan tugas
pembangunan pada Daerah dengan asas Desentrélislasnsentrasi, dan Tugas
Pembantuan dengan tetap memperhatikan stabilitekegzimbangan fiskal.

Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat pada Pé¢amedaerah untuk
mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Komplomponen dalam dana
perimbangan ditetapkan dengan UU No0.33 Tahun 208da ppenjelasan.
Penyediaan sumber dana dari Pemerintah Pusat dassrtujntuk membantu
Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan kemandiriagrad. Adapun
Penerimaan Daerah terdiri atas :

a. PAD
b. Dana Perimbangan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah



Pembagian dana dari Pemerintah Pusat dan Peme#alah secara

proporsional, dapat digambarkan secara ringkas pablel 1.2

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Pendapatan Kota Cimabhi
. Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005
Uraian Pendapatan
Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) %
PAD 31,233,503,156.00 | 13 41,152,294,199.00 | 15.27| 48,242,903,313.00 | 16.41
Dana Perimbangan 186,490,009,021.00 | 77.58] 215,519,173,016.00 | 79.98| 226,205,327,917.00 | 76.97
Lain-lain Pendapatan 22,651,224,295.00 | 9.42 12,793,781,000.00 | 4.75 19,473,437,500.00 | 6.62
TOTAL PENDAPATAN | 240,374,826,472.00 | 100 269, 465,248,215 100 | 293,921,668,730.00 [ 100
. Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008
Uraian Pendapatan
Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) %
PAD 50,325,670,467.00 | 13.34 55,813,859,454.00 | 12.52 65,108,137,872.00 | 12.97
Dana Perimbangan 308,779,317,345.00 | 81.87| 333,948,767,150.00 | 74.92| 385,339,766,618.00 | 76.78
Lain-lain Pendapatan 18,051,000,000.00 | 4.79 55,939,260,728.00 | 12.56 51,431,328,523.00 | 10.25
TOTAL PENDAPATAN | 377,155,987,812.00 | 100 | 445,701,887,338.00 | 100 | 501,879,233,031.00 | 100

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (diolah)

Dalam tabel tersebut memperlihatkan bahwa, kanwitterbesar terhadap
pendapatan Kota Cimahi yaitu Dana Perimbangan.iniiaitandai dengan rata-
rata pendapatan dari Dana Perimbangan sebesar @8% ahun 2003 sampai
2008. PAD Kota Cimahi sendiri hanya memberikan Kbusi rata-rata 13,9%.
Bahkan, jika dilihat dari tahun 2006 sampai tah008 persentase kontibusinya
mengalami penurunan walaupun sempat mengalamikenaiada tahun 2008.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah dadralum mempunyai tingkat
kemandirian yang baik, karena sebagian besar d#émi pendapatan masih
didominasi dari pemberian Pemerintah Pusat. Hal sesuai dengan yang
diutarakan oleh Koswara dalam Halim (2004:35) bahwa

Ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mdmaptonomi
terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Atiadyaa
ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat $emisimal mungkin

dan PAD harus menjadi bagian sumber keuangan tergasg didukung
oleh kebijakan keuangan pusat dan daerah.



Persentase kontribusi Dana Perimbangan yang sdmegatr, merupakan
masalah umum yang terjadi pada Pemerintahan Dad&atkenaan dengan
masalah  tersebut, Pemerintah daerah mempunyai tastori dalam
menyelenggarakan pemerintahannya. Kewenangan imgundkan untuk
percepatan penyelesaian masalah-masalah yang tohhlalerah. Hal ini diatur
dengan jelas pada UU No.32 tahun 2004. Hak-hak gimgiki Daerah dalam
penyelenggaraan otonomi yaitu :

a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintapanny

b. memilih pimpinan daerah

c. mengelola aparatur daerah

d. mengelola kekayaan daerah

e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah

f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber ddgan dan

sumber daya lainnya yang berada di daerah

g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yangaah;

h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peratperandang-

undangan.

Hak-hak yang dimiliki- daerah digunakan untuk menguen daerah
dengan tetap berasas otonomi dan tugas pembarmaaa. pembangunan untuk
daerah diatur dalam UU No.32 tahun 2004 yang melipenerimaan dan
pengeluaran daerah. Sumber-sumber pendanaan da@afgarkan dalam
APBD. Pos-pos yang terdapat dalam APBD sesuai g@sayat (1) yaitu :

a. Pendapatan Daerah



b. Belanja Daerah

c. Pembiayaan Daerah
Sedangkan Pendapatan Daerah sesuai pasal 21 aadiri

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan dasesldiri yang

disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membangaerah. PAD
merupakan potensi daerah untuk menambah penerikemabimum Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Yamgasuk PAD sesuai Pasal
22 ayat (1) terdiri atas :

a. pajak daerah

b. retribusi daerah

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. lain-lain PAD yang sah

Penggambaran secara ringkas mengenai PAD dapajuttikan pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota ditaabin 2003-2008
Uraian Pendapatan Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005
o Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) %
Pajak Daerah 9,440,864,705.35 | 30.23| 14,370,598,809.00 | 34.92| 13,514,946,967.00 | 28.01

Retribusi Daerah 18,302,543,562.10 | 58.6 | 20,623,992,906.64 | 50.11| 27,915,881,160.00 | 57.87
Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang 30,636,500.00 | 0.1 285,352,031.00 | 0.7 1,368,617,094.00 | 2.84
dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah 3,459,458,389.00 | 11.07 5,872,350,452.00 | 14.27 5,443,458,092.50 | 11.28
TOTAL PAD 31,233,503,156.45 | 100 | 41,152,294,198.64 | 100 | 48,242,903,315.50 | 100




. Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008
Uraian Pendapatan
Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) %
Pajak Daerah 13,262,016,896.00 | 26.35 14,172,997,801 25.39 15,919,330,572 24.45

Retribusi Daerah 27,061,279,273.00 | 53.77 33,309,692,872 |[59.68| 38,341,248,192 |58.89
Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang 2,796,520,753.00 | 5.56 3,111,648,019 5.58 4,034,634,714 6.2

dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah 7,205,853,545.00 | 14.32 5,219,520,726 9.35 6,812,924,394 10.46
TOTAL PAD 50,325,670,467.00 | 100 55,813,859,454 100 65,108,137,872 100

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (diolah)
Tabel tersebut menunjukkan bahwa, persentaseilotur terbesar masih

didominasi Retribusi Daerah dengan rata-rata déurt 2003 sampai tahun 2008
sebesar 56,5%. Pajak Daerah hanya mampu menyurabbagar 28,2%. Bahkan
dari tahun 2005 terus mengalani penurunan. Halemiu saja tidak serta merta
menghilangkan semangat peningkatan PAD dalam rargkaomi daerah.
Merujuk Ihsan Haerudin dan Riyan Sumindar (2003tE8)wa dari beberapa item
reformasi perpajakan tersebut sebenarnya terdaghesrdyppa inovasi yang cukup
menggembirakan yang bisa dimanfaatkan PemerintanaBaintuk meningkatkan
perolehan pendapatannya antara lain misalnya :

* Perubahan lingkup perpajakan kabupaten/kota.

* Keleluasaan daerah dalam menetapkan objek pajak bagelalui

persyaratan tertentu.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak, pklaaralapat lebih
mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berupayagopémalkan PAD,
khususnya yang berasal dari pajak daerah.

Pemerintahan Kota Cimahi juga selalu terus beaisalmtuk
mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya. TalBemg&nunjukkan seberapa

besar kontribusi pajak daerah dalam pendapatadaesiah.



Kontribusi Pajak Daerah dalam PAD Kota Cimahi taR003-2008

Tabel 1.4

Tahun S Pajak Daerah
Jumlah %

2003 | 31,233,503,156.45 9,440,864,705.35 | 30.2267
2004 | 41,152,294,198.64 | 14,370,598,809.00 | 34.9205
2005 | 48,242,903,315.50 | 13,514,946,967.00 | 28.014373
2006 | 50,325,670.467.00 | 13,262,016,896.00 | 26.352389
2007 | 55,813,859,454.00 | 14,172,997,801.00 | 25.3933
2008 | 65,108,137,872.00 | 15,919,330,572.00 | 24.4506

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (diolah)

Tabel tersebut menggambarkan seberapa besar kmitphjak daerah
terhadap PAD di Pemerintahan Kota Cimahi yang mikiaan kontribusi pajak
daerah yang terus menerus mengalami penurunan.uaiapada tahun 2004
sempat mengalami kenaikan, namun secara garis iesgalami penurunan.

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah umumnyaaitzerkdengan
penggalian sumber-sumber pajak daerah yang memps#dah satu komponen
dari PAD. Sumber-sumber pajak daerah tersebut behemberikan kontribusi
yang signifikan terhadap penerimaan daerah seemellcuhan. Salah satu sebab
yang membuat pajak daerah belum mampu membuat PABingkat secara
signifikan, bisa jadi karena daerah salah dalamemigkan target penerimaan
pajak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ekari&th anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat tah@7 Z8alam Gustina, 2008)

bahwa: “...kekurangan pemerintah daerah dalam meimgalgan pajak daerah
adalah karena pemerintah daerah tidak mengetahteéngo pajak yang
bersangkutan...”.

Berdasarkan pernyataan tersebugdal®m dan kondisi

pemerintahan Kota Cimabhi tidak jauh berbeda.



Selain itu, rendahnya kontribusi pajak daerah tapatotal penerimaan
APBD, disebabkan oleh beberapa hal antara lain simlurangnya sumber-
sumber pajak daerah dan pengelolaan pajak daetam lwblaksanakan secara
profesional (Halim, 2004:142).

Bambang Sudibyo (Suara Pembaruan, kamis 5 Aprill@a@ng dikutip
dari Mardiasmo (2002:148-149) mengatakan bahwa:

Pemerintah Daerah dan DPRD cenderung mengembargk@nnya
dengan cara memungut pajak dan retribusi daeradrasdxerlebihan dan
bahkan tidak pantas. Kebijakan semacam ini jusinjadi disinsentif bagi
daerah dan mengancam perekonomian makro....bahkdadaekan sebuah
penelitian, saat ini telah muncul 44 jenis pajakubgang diterapkan di
berbagai daerah.

Pengenaan pajak baru tidaklah perlu untuk dilaklkeaena akan menghabiskan
dana yang besar untuk mengeluarkan perda baruaBaldngan pengenaan pajak
baru, justru akan menghambat iklim investasi. Olgltena itu Mardiasmo
(2002:149) menyatakan bahwa:

Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah jengupan baru yang
bersifat pajak (menambah jenis pajak baru). Walaugkan ada kebijakan
tersebut, lebih baik retribusi, sedangkan pajakisrara diupayakan sebagai
the last effort.Selain itu pemda harus lebih mengoptimalkan pdgdérah
yang sudah diterapkan dengan cara memperbaikirsistepajakan daerah.

Sumber pendanaan Pemerintah Daerah dari sektok Paearah diatur
dalam UU No.34 tahun 2000 Pasal 2 ayat (2) tenRajgk dan Retribusi Daerah.
Penggolongannya terdiri atas:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan
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d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir

Sejak Kota Cimahi beranjak dari Kota Administratifenjadi daerah

otonomi dan berpisah dari Pemerintahan Kota Bandonaka UU tersebut juga
berlaku secara mengikat dan memaksa pada Kota CirBamber pendanaan
pembangunan Kota Cimahi salah satunya berasapdmk dan retribusi daerah.
Dilihat dari Pajak Daerah secara khusus dalam lapdrealisasi Penerimaan
Kota Cimahi dari tahun 2002 sampai tahun 2008 melkkan, ada 3 Pos Besar
yang menonijol, Yaitu :

a. Pajak Penerangan Jalan,

b. Pajak Reklame, dan

c. Pajak Hiburan dan Tontonan

Dilihat dari posisi Pajak Reklame yang berada padéan kedua, hal ini

menunjukkan bahwa potensi Pajak Reklame bisa diiatbesar. Tetapi realisasi
penerimaan tidak akan mencapai hasil yang maksapabila penetapan target
realisasi masih didasarkan pada realisasi tar@eeintaebelumnya. Seperti yang
diungkapkan oleh Bpk. Cipto Priyadi, SE. selakudfepdinas pemungutan dan
penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah menegeashan, (penetapan target
realisasi pertahun memperhatikan target yang didapan sebelumnya. Adapun
dari komponen perhitungan, salah satunya mempetigkan faktor inflasi,

ungkapnya lebih lanjut. Mengenai realisasi penesimdeliau tidak memungkiri
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bahwa menunggaknya para wajib pajak menjadi fakitaama penghambat
terealisasinya penerimaan daerah kota Cimabhi

Penggambaran laporan realisasi penerimaan daersd ®ionahi dari
pajak Reklame, dapat dilihat pada Tabel 1.5. Pabal ttersebut, ditunjukkan
seberapa besar kontribusi pajak reklame dalam piakah. Besarnya kontribusi
digambarkan dalam persentase.

Tabel 1.5
Kontribusi Pajak Reklame dalam Pajak Daerah Kotagbi tahun 2003-2008

Pajak Reklame
Jumlah %
2003 [ 9,440,864,705.35 | 120,112,880.35 | 0.01
2004 | 14,370,598,809.00 | 177,750,322.00 | 1.24
2005 | 13,514,946,967.00 | 252,838,310.00 | 1.87
2006 | 13,262,016,896.00 | 310,030,680.00 | 2.34
2007 | 14,172,997,801.00 | 325,893,921.00 [ 2.3
2008 [ 15,919,330,572.00 | 361,968,936.00 | 2.27
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (diolah)

Tahun Pajak Daerah

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa, perserkas&ibusi pajak
reklame dalam pajak daerah yang terus meningkaradeseluruhan, dengan
rata-rata penerimaan sebesar 1,67%. Namun, pemamgkaenerimaan pajak
reklame ini masih berada di bawah penerimaan gagakrangan jalan.

Tercapainya target penerimaan yang dianggarkanasageriukan guna
memenuhi tuntutan pembangunan. Namun terealisasangat yang dianggarkan,
bukanlah menjadi indikator utama keberhasilan Penadran Kota dalam
memungut dana. Hal ini dikarenakan penetapan aagggang berdasarkan
anggaran sebelumnya, bukan dilihat dari potenstreminya. Salah satu sumber

penerimaan dana yang berasal dari Pajak daerab Pajak Reklame. Pos
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terbesar penerimaan Pajak Reklame terdapat padaipean Reklame Billboard
dalam realisasi penerimaan Kota Cimahi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukat dRostika pada
tahun 2008 di kota Bandung menggambarkan bahwantfbsi penerimaan
pajak reklame terhadap total PAD di Kabupaten Bagdiahun 2003 sampai
tahun 2007 menunjukkan nilai yang berfluktuasi gaengalami peningkatan
yang cukup signifikan tiap tahunnya namun masilydieng sangat kurang.
Demikian pula dengan sumbangannya terhadap tofak pdaerah kabupaten
bandung yang juga tergolong masih sangat kurangyikit akan digambarkan
secara ringkas mengenai kontribusi pajak reklampamillboard/megatron
dalam pajak reklame pada tabel 1.6

Tabel 1.6
Kontribusi Pajak Reklame Papan/Billboard/Megatron
dalam Pajak Reklame Kota Cimahi
Tahun 2003-2008
Tahur] Pajak Reklam¢ Papan/Billboard/Megafron %
2003| 120.112.880,3 (Belum Terinjci) (Belum Tejinc

5
2004| 177.750.322,40 155.990.322,00 87,76
2005| 252.838.310,d40 243.040.440,00 96,12
0
0

2006] 310.030.680,( 304.850.950,00 98,33

2007| 325.893.921,( 310.499.858,00 95,28

2008]| 361.968.936,00 347.913.149,00 96,12
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (diolah)

Tabel tersebut menunjukkan pertumbuhan penerimagak yang terus
meningkat tiap tahunnya. Namun, pertumbuhan pea@mmyang mengalami
peningkatan ini, tidak diimbangi dengan penghitimgetensinya. Penetapan
target penerimaan, masih berdasarkan realisasi ripggan dari tahun

sebelumnya, bukan dari potensi penerimaan sebemaRgnghitungan potensi
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tersebut memang rumit karena memasukan komponehitpegan yang
bervariasi.

Pembedaan-pembedaan yang timbul apabila billbodifchiddari ukuran
panjang dan lebarnya untuk kemudian diperhitungkasnya. Pembedaan juga
bisa dilihat dari peruntukan reklame yang dipasapmpkah untuk kepentingan
sosial atau bertujuan komersial. Pengenaan taaif #lerbeda pada reklame yang
memuat iklan mengenai rokok dan minuman beralkoHgillboard juga
diperhitungkan berdasarkan ketinggian. Penghitungatensi billboard akan
sangat kompleks dengan mempertimbangkan unsurfikéssi jalan, lokasi
penempatan, dan sudut pandang.

Sejak berlakunya otonomi di Pemerintahan Kota Cirhaigga sekarang,
penetapan target penerimaan berdasarkan potensk peklame khususnya
billboard masih belum ada. Potensi billboard dimfulengan memperhatikan hal-
hal diatas pada tiap titik reklame. Hasil penjuralahpotensi pada tiap titik
reklame yang ada merupakan total potensi billbo®&hgenaan total potensi
billboard pada penetapan target penerimaan masiimbelapat dilakukan
sepenuhnya. Hal ini memang masih terbentur olelerapla kendala yang masih
terjadi dalam pemungutan pajak.

Pada umumnya, hambatan-hambatan yang terjadi sepemunggaknya
para wajib pajak karena rendahnya kesadaran untrkb@ayar pajak. Bahkan
rendahnya kesadaran untuk memperoleh ijin sebelmbangun billboard.

Tidak berimbangnya petugas pemungut pajak denganmemungutan yang luas,
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juga menjadi kendala dalam pemenuhan target peaennpajak jika harus
memenuhi potensi penerimaan yang ada.

Pada tabel 1.7 memperlihatkan mengenai perbedaserip@an antara
realisasi penerimaan dengan penerimaan berdaspekiaitungan potensi per titik
reklame billboard. Perbandingan tersebut dapdtatifpada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7

Penerimaan Pajak Reklame Billboard antara RealizasPotensi
Kota Cimahi 2003-2008

Realisasi Potensi Selisih Perbandinga

Tahun ; . )

Penerimaan Penerimaan Penerimaan %
2003 - 87.046.593,7 - n/e
2004| 141.140.050,3a158.051.600,0016.911.550,00 89,30%
2005| 219.854.400,(J®36.759.000,0016.904.600,00 92,86%
2006| 275.554.775,3@290.915.100,0015.360.325,00 94,72%
2007| 280.288.225,0] 310.019.050,0029.730.825,0 90,41%
2008| 314.235.200,(@49.655.300,0035.420.100,00 89,87%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (diolah)

Realisasi penerimaan didapat dengan menjumlahkaeripgaan pajak
reklame billboard terealisasi sesuai dengan petacaiang terdapat di Dipenda,
dan dapat dilihat dalam lampiran 4. Potensi persam didapat dengan
mengasumsikan semua wajib pajak reklame billboaembayar kewajiban
pajaknya. Perhitungan potensi penerimaan pajalamekibillboard beserta wajib
pajaknya dapat dilihat pada lampiran 4. Angka dafersentase menunjukkan
tingkat ketercapaian realisasi penerimaan pajaklamek billboard, jika
dibandingkan dengan perhitungan potensi penerimaajaknya. Persentase
tersebut menggambarkan seberapa efektif realisaserpnaan pajak reklame
billboard, jika dilihat dari potensi penerimaannyaiteria penilaian disesuaikan

dengan kriteria dari Departemen Dalam Negeri (Dgpylayang terdapat dalam
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Bab 3 halaman 74. Kriteria tersebut mengklasifikasi nilai efektivitas
berdasarkan kisaran persentase dari < 60% hindd¥%. Kriteria tersebut juga
mengklasifikasikan nilai efektivitas dari yang tedah dengan kriteria “tidak
efektif” sampai dengan kriteria “sangat efektif”.

Dengan melihat dari tabel 1.7 dan membandingkardgragan kriteria
penilaian pada Bab 3, dapat diukur apakah peneninpagak billboard dapat
dikatakan efektif atau tidak, sesuai dengan katediari Depdagri tersebut.
Perhitungan persentase didapatkan dengan membatahjupenerimaan pajak
reklame billboard terealisasi dengan potensi paraan pajak reklame billboard.

Pada tahun 2003, belum dapat dinilai apakah efe&tdu tidak,
dikarenakan penerimaan dari pajak reklame belunategorikan berdasarkan
penerimaannya. Penerimaan dari pajak-pajak yangpserk dalam pajak reklame
seperti reklame papan/billboard/megatron, reklansn/g&panduk, dan jenis
reklame lainnya, masih disatukan kedalam pos pmaam pajak reklame. Pada
tahun 2004, dengan persentase sebesar 89,30%,inp&ser pajak reklame
billboard masih mendapat kriteria cukup efektif.riBgada tahun 2005, jika
penerimaan terealisasi dibandingkan dengan pot&ngeria penerimaan yang
didapat, efektif dengan persentase sebesar 92,8@¥terimaan pajak reklame
billboard terus mengalami peningkatan pada tahu@628engan persentase
sebesar 94,72%. Namun, pada tahun 2007 dan talig [@sentase ini terus
mengalami penurunan masing-masing sebesar 90,41%686887%. Hal ini
merupakan fenomena yang menarik. Titik reklamebbdrd yang sudah

didapatkan, tidak akan mungkin mudah untuk dilepaskarena survey yang
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dilakukan terhadap titik tersebut maupun prosesizipannya memerlukan
ketepatan dan ketelitian serta mengorbankan waktuehaga yang tidak sedikit.
Oleh karena itu, penurunan penerimaan pajak rekldmiboard, kecll
kemungkinannya dikarenakan titik reklame billbogethg dibongkar atau tidak
diperpanjang lagi. Ada faktor lain yang mempengapaémerimaan pajak reklame
billboard. Faktor ini- penting untuk diteliti, kar@nsangat mempengaruhi
penerimaan pajak reklame sebab posisi pajak reklalfmard yang berada di
peringkat pertama dalam penerimaan pajak reklame.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, timbul keingipeneliti untuk lebih
mengetahui khususnya mengenai Reklame BillboarKata Cimahi. Maka
peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengalul “Analisis Potensi
Reklame Billboard mengenai Efektivitas PenerimaajalPReklame Kota Cimabhi
Tahun 2003 sampai 2008".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas, maka masalah yang dirtanusklam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar potensi penerimaan pajak reklanimodrd di kota

Cimahi.

2. Seberapa besar efektivitas penerimaan pajak reklatimard di kota

Cimahi.

3. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklaitiioard dalam

pajak reklame di kota Cimahi.
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1.1 Maksud dan Tujuan Penelitian
111 Maksud Pendlitian
Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya tidak leggas adanya suatu
maksud yang mendasari pelaksanaan kegiatan ters@tapun maksud dari
dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memnphreejumlah informasi agar
dapat mengetahui bagaimana potensi reklame billbdalam penerimaan pajak
reklame pada kota Cimahi dari tahun 2003-2008.
1.1.2 Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitisinadalah sebagai
berikut:
1 Menjelaskan seberapa besar potensi penerimaan nejakne billboard di
kota Cimahi.
2 Menjelaskan seberapa besar efektivitas penerimaajak preklame
billboard di kota Cimahi.
3 Menjelaskan seberapa besar kontribusi penerimagak peeklame
billboard dalam pajak reklame di kota Cimahi.
1.2 Kegunaan Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berhaeagar setelah
penelitian ini selesai dapat bermanfaat bagi piakk yang memerlukan,
diantaranya:
1. Proses penelitian dapat memperdalam pengetahuaglitpemtuk lebih
memahami bidang yang diteliti, dengan mengaplikasikengetahuan-

pengetahuan teoritis dari perkuliahan dengan dati@fdktual dari laporan
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pertanggung jawaban keuangan yang terdapat padas DRendapatan
Daerah Pemerintahan Kota Cimahi.

. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi apgveneliti yang
berkeinginan untuk meneliti dengan topik yang samdapun bagi
kalangan non akademis, dapat sedikit mendapat gamkanyataan yang
terjadi pada Pemerintahan Kota khususnya Kota dimah

. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi paskt@i pemerintahan
untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya, guna ingkatkan Pajak

Daerah dari Sektor Pajak Reklame.



